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MOTO 

“ … dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku ” 

(QS. Maryam:4)1 

“ Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-

ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad ” 

(Abu Hamid Al Ghazali)2 

 

 

 

 

   

                                                            
1 Al Quran Terjemahan 
 
2 https://jagokata.com/kata-bijak/dari-abu_hamid-_al_ghazali.html [diakses 29 Mei 2019] 
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RINGKASAN 

Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada 
Badan Pertanahan Kabupaten Jember (Studi Kasus Prosedur Pendaftaran 
Pengakuan Hak atas Pembagian Hak Bersama dari Waris); Uzlifatul 
Fauziyah, 160903101031; 2019; 140 halaman; Program Studi Diploma III 
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Jember. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Jember, pada tanggal 4 Februari 2019 sampai 19 Maret 2019. 

Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami 

Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan 

Pertanahan Jember serta Prosedur Pendaftaran Pengakuan Hak atas Pembagian 

Hak Bersama dari Waris, yang di dalamnya mencakup syarat-syarat atau dokumen 

yang diperlukan dalam kegiatan pembagian hak bersama serta mengetahui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak 

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas 

tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi 

atau badan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah 

satu pajak yang dikelola oleh Daerah. Sistem yang digunakan dalam pemungutan 

BPHTB adalah sistem self assessment system yaitu sistem pemenuhan kewajiban 

perpajakan di mana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. 

Namun sistem pemungutan self assessment system memungkinkan potensi adanya 

wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik 

akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak 

atas kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak menggunakan sistem 

withholding system dimana yang melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).   
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Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Pokok 

Agraria merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum yang meliputi; jaminan kepastian hukum mengenai orang atau 

badan yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah dan/atau bangunan); 

jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah; dan 

jaminan hukum atas hak-hak atas tanahnya. Kasus yang dibahas oleh penulis 

adalah pendaftaran pengakuan hak atas pembagian hak bersama yang berasal dari 

waris. Peristiwa ini terjadi apabila tanah dan/atau bangunan yang berasal dari 

warisan tersebut berada pada satu bidang tanah yang tidak terpisah-pisah, 

sedangkan ahli warisnya lebih dari satu orang. Maka untuk mendapatkan bukti 

kepemilikan tersebut ahli waris yang mendapat bagian tanah dan/atau bangunan 

harus mendaftarakan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki pada Badan 

Pertanahan agar selanjutnya diproses dan diterbitkan sertifikat hak milik atas 

tanah dan/atau bangunan tersebut. Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, 

pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan akan menerima tanda bukti 

kepemilikan yaitu sertifikat. Sehingga dengan adanya sertifikat itu pemegang hak 

atas tanah dan/atau bangunan akan terjamin eksitensi haknya.  

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 776/UN25.1.2/SP/2019, Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan memenuhi 

kebutuhan Negara guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakat 

Indonesia, serta melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan sumber penerimaan 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sumber penerimaan tersebut salah satunya 

berasal dari pendapatan negara. Pendapatan Negara sendiri terdiri dari beberapa 

sumber, antar lain Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak  

(PNBP) dan Hibah. Penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat dan 

memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Negara. Penerimaan 

perpajakan tahun 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun meningkat 10% dari penerimaan 

perpajakan tahun 2017. Untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan 

Negara, pemerintah melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang 

perpajakan. Reformasi perpajakan menyangkut berbagai hal seperti peraturan, 

sistem, institusi dan administrasi. (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 diakses 

18 Maret 2019). 

Pajak menurut Prof. Dr, Rochmat Soemitro, S.H., (dalam Mardiasmo, 

2016:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan Negara untuk kepentingan bersama harus terus 

ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya 

membayar pajak. 
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Pajak menurut pemungutnya ada 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah (Halim 2017:5). Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia antara 

lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya. 

Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.   

Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten 

atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017). Pajak daerah menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera, 

meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak  kabupaten/kota. 

Pajak provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak 

rokok. Untuk kabupaten/kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan 

batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan. 

Dalam laporan ini lebih ditekankan kepada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Puspita dan Wicaksono, 2017) 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintah 

Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Hasil Pajak 

Daerah, Hasil Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain. Dengan adanya otonomi daerah 

maka pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui 

sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah harus 

mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya dengan cara meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar 
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pajak. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak 

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas 

tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi 

atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya. Perolehan atas suatu hak atas tanah dan 

atau bangunan ini bisa diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai 

nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut, di mana tidak semua orang 

mempunyai kemampuan lebih untuk mendapatkan tanah dan atau bangunan. 

Dalam pemanfaatannya tanah dan bangunan merupakan kebutuhan dasar manusia 

sebagai papan dan lahan usaha, juga merupakan investasi yang sangat 

menguntungkan karena nilai jual tanah dan bangunan yang semakin lama semakin 

mahal. Dengan demikian, warga Indonesia yang memperoleh keuntungan dari hak 

atas tanah dan bangunan harus menyerahkan sebagian keuntungan ekonomis yang 

diperolehnya kepada Negara untuk menambah pendapatan Negara melalui 

pembayaran pajak, dalam hal ini BPHTB. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada awalnya 

tergolong pajak pusat,  akan tetapi pemerintah pusat mengalihkan kepada daerah 

kabupaten/kota. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan suatu tindak 

lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Setelah pengalihan 

tersebut, pendapatan daerah dari sektor pajak BPHTB mengalami peningkatan, 

karena daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pajak BPHTB. Dasar 

hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 
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Pajak Daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga 

pengelolaan dan pemanfaatannya dapat memberikan dampak terhadap 

pertumbuhan daerah. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, setiap daerah 

kabupaten/kota mempunyai hak untuk mengelola dan mengatur potensi pajak 

daerahnya sendiri baik dari segi pelayanan, pemungutan dan penerimaan 

pajaknya. Salah satu cara mengatur potensi pajak daerah yaitu dengan cara 

menetapkan target penerimaan terhadap pajak yang akan dipungut tiap tahun. 

Dengan adanya target diharapkan petugas pajak (fiskus) ataupun pemerintah 

daerah dapat terpacu untuk memenuhi target dan merealisasikam dari yang telah 

ditetapkan 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember 

Tahun Anggaran 2017-2018  

 
No 

 
Jenis 

Pendapatan

Tahun 2017 Tahun 2018 
Target  
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1. Hotel 5.000.000.000 4.613.957.568 5.000.000.000 4.851.803.697
2. Restoran 9.500.000.000 12.107.319.248 12.500.000.000 15.472.452.131
3. Hiburan 1.500.000.000 1.383.660.856 2.000.000.000 2.475.721.599
4. Reklame 4.265.000.000 1.461.449.198 4.265.000.000 3.002.136.729
5. Penerangan 

Jalan 
59.750.000.000 66.154.309.866 71.700.000.000 72.555.517.643

6. Parkir 750.000.000 975.086.894 1.300.000.000 1.380.700.479
7. Air Tanah 475.000.000 491.974.894 400.000.000 425.534.552
8. Mineral 

Bukan 
Logan dan 
Batuan 

596.061.620 906.200.834
 

150.000.000 281.950.209

9. PBB-P2 50.503.000.000 36.474.171.679 50.503.000.000 37.520.380.524
10. BPHTB  28.500.000.000 35.832.359.363 37.000.000.000 44.017.372.109

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan berada di peringkat ke dua  yang berarti Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan kontribusi yang cukup 

besar terhadap penerimaan daerah, mengingat setiap orang pribadi maupun badan 

memerlukan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan baik hak milik, hak 
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guna usaha, hak pengelolaan maupun hak-hak lainnya serta banyaknya kegiatan 

pengakuan hak maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang tinggi di 

seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.  

 Dalam Undang-Undang BPHTB Nomor 20 tahun 2000 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa sistem 

yang digunakan dalam pemungutan BPHTB menganut sistem self assessment 

system yaitu sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana wajib pajak 

melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya (menghitung, memungut, 

menyetor, dan melapor) sesuai dengan data dan informasi yang ada wajib pajak 

serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan 

fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan 

penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sistem pemungutan self assessment 

system memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau 

mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, sehingga 

wajib pajak menggunakan sistem withholding system dimana yang melaksanakan 

kewajiban perpajakannya adalah Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).   

 Pendaftaran tanah dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya.  

Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Pokok 

Agraria merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi; jaminan kepastian 

hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas 
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tanah dan/atau bangunan); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan 

luas suatu bidang tanah; dan jaminan hukum atas hak-hak atas tanahnya. Dengan 

dilaksanakannya pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan 

akan menerima tanda bukti kepemilikan yaitu sertifikat. Sehingga dengan adanya 

sertifikat itu pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan akan terjamin eksistensi 

haknya.  

Tabel 1.2  Target dan Realisasi Penerimaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pada 

Badan Pertanahan Jember Tahun Anggaran 2017-2018  

 
No 

 
Jenis 

Penerimaan 

2017 2018 
Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

1. Penerimaan 
Pendaftaran 
Tanah Pertama 
Kali 

 
31.000.000 

 
102.804.800

 
278.924.000 

 
2.858.424.634 

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Jember, 2019 
 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pendaftaran tanah 

pertama kali selalu meningkat setiap tahunnya dan bahkan melebihi target yang 

telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Jember. Dengan meningkatnya 

penerimaan menunjukkan bahwa semakin banyak bidang tanah yang telah 

bersertifikat atau telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. 

Pengakuan hak yaitu permohoman pembuatan sertifikat hak atas tanah dan 

bangunan pertama kali yang berasal dari tanah milik adat yang diajukan oleh 

pemegang hak milik tersebut ke Kantor Pertanahan. Permohonan pengakuan hak 

bertujuan untuk memperoleh jaminan hukum dan juga merupakan bentuk 

kesadaran hukum para pemilik tanah dan/atau bangunan. Kasus yang dibahas oleh 

penulis adalah pendaftaran pengakuan hak atas pembagian hak bersama yang 

berasal dari waris. Peristiwa ini terjadi apabila tanah dan/atau bangunan yang 

berasal dari warisan tersebut berada pada satu bidang tanah yang tidak terpisah-

pisah, sedangkan ahli warisnya lebih dari satu orang. Maka untuk mendapatkan 

bukti kepemilikan tersebut ahli waris yang mendapat bagian tanah dan/atau 

bangunan harus mendaftarkan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki pada Badan 
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Pertanahan agar selanjutnya diproses dan diterbitkan sertifikat hak milik atas 

tanah dan/atau bangunan tersebut.  

Prosedur menurut Irra Crisyani (2011:143) adalah tata cara kerja yaitu 

rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang 

dan merupakan cara tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan 

mencapai tujuan akhir. Prosedur pendaftaran pengakuan hak atas pembagian hak 

bersama dari waris merupakan bentuk tindakan, langkah atau perbuatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan hak miliknya yaitu berupa sertifikat tanah. 

Penulis tertarik mengambil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

karena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusi 

cukup besar terhadap pendapatan daerah. Sehingga penulis memilih Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jember sebagai tempat Praktek Kerja Nyata karena ingin 

lebih mendalami bagaimana “Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan Pada Badan Pertanahan Kabupaten Jember (Studi 

Kasus Prosedur Pendaftaran Pengakuan Hak atas Pembagian Hak Bersama 

dari Waris)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dan data yang di 

peroleh selama praktek kerja nyata di Kantor Pertanahan kabupaten Jember, maka 

rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan serta Prosedur Pendaftaran Pengakuan Hak atas 

Pembagian Hak Bersama dari Waris?. 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui 

Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta 

Prosedur Pendaftaran Pengakuan Hak atas Pembagian Hak Bersama dari Waris. 
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1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa  

Untuk mengetahui revelasi antara teori-teori yang telah didapat selama 

diperkuliahan mengenai makanisme pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan dan prosedur pendaftaran pengakuan hak atas pembagian hak bersama 

dari waris dengan prakteknya secara nyata di dunia kerja. 

b. Bagi Universitas Jember 

Menambah relasi dan memungkinkan adanya hubungan kerja sama antara 

pihak universitas maupun fakultas dengan instansi atau perusahaan tempat 

mahasiswa melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN). Selain itu juga menjadi 

sarana promosi bagi Universitas Jember maupun bagi Fakultas terutama 

Program Studi Diploma Tiga Perpajakan.  

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional Jember 

Mengetahui mutu pendidikan di Program Studi Diploma Tiga Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui kinerja yang diperlihatkan oleh 

mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Instansi juga 

akan mendapatkan masukan tentang perpajakan melalui mahasiswa yang 

melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN). 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa jasa timbal balik secara 

langsung untuk kepentingan bersama. Berikut penulis akan membahas beberapa 

konsep-konsep pajak secara umum dan juga beberapa konsep pajak daerah. 

Dimana pajak daerah berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu 

“Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada 

Badan Pertanahan Kabupaten Jember (Studi Kasus Prosedur Pendaftaran 

Pengakuan Hak atas Pembagian Hak Bersama dari Waris)”.  

 

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Sedangkan pajak menurut Prof. Dr, Rochmat Soemitro, S.H., (dalam 

Mardiasmo, 2016:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa 

uang  (bukan barang). 
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b. Berdasarkan Undang-Undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksananya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat di tunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa jasa 

timbal balik secara langsung untuk kepentingan bersama. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2016:3) ada dua fungsi pajak, yaitu : 

a. Fungsi Budgetair  (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

penarimaan dalam negeri. 

b. Fungsi Regulerend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social 

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. Contohnya dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman 

keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula 

terhadap barang mewah. 

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016: 4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 
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a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian ( Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

e. Sisten pemungutan pajak harus sederhana 

Sitem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh : 

1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 tarif; 

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, 

yaitu 10%; 

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi 

badan maupun perseorangan (orang pribadi).  
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2.1.4 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) dalam bukunya pembagian pajak dibagi 

berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  

Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan kedaan diri wajib pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutnya 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.  

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

Barang Mewah dan Bea Materai 

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

Pajak daerah terdiri atas : 

a) Pajak Provinsi 

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan bakar 

Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/Kota 

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. 
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2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel pajak 

Menurut Resmi (2016:9) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 

stelsel, yaitu : 

1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek 

yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya 

baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua 

penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. 

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada 

penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. 

Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir 

periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fiktif stelsel) 

Stelses ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, 

penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun 

sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada satu tahun juga 

dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan 

stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan 

sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang 

bersangkuatan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar 

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. 

Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada 

keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak 

akurat. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada 

akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang 
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sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya 

lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak 

harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak 

pajak sesungguhnya lebih kecil dari besarnya pajak menurut anggapan, 

kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun 

dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan 

dengan utang pajak lain. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2016:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu : 

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal ) 

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya 

baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah 

Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh 

penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia. 

2) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh 

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang 

diperolehnya tadi. 

3) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan atas setiap orag asing yang bukan kebangsaan Indonesia, 

tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2016:11), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa 

sistem pemungutan, yaitu : 
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1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para 

aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur 

perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan). 

Contoh pemungutan pajak yang menggunakan official Assessment 

System adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

2) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut 

pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib 

pajak diberi kepercayaan untuk : 

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

c. Membayar sendiri pajak yang terutang; 

d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan 

e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan 

ada pada wajib pajak).  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Contoh pemungutan pajak yang menggunakan Self Assessment System 

adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 
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3) Witholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan 

peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor 

pajak  dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan uang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

Contoh pemungutan pajak yang menggunakan Witholding System 

adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh 

Pasal 4 ayat (2). 

 

2.1.6 Tarif Pajak 

Ada 4 tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11), antara lain : 

a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean 

akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh : besarnya tariff Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan 

nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00. 

c. Tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 
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Tabel 2.1 Tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15% 
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25% 
Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 
Sumber : Mardiasmo (2016:178) 

 Menurut kenaikan presentase tarifnya, tariff progresif dibagi : 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar. 

b. Tarif progresif tetap  : kenaikan presentase tetap. 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil. 

d. Tarif degresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai Pajak semakin besar. 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 

Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, antara lain : 

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

d. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak. 

e. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

 

2.2.2 Jenis Pajak  

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian sebagaimana dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 
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4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus Ibu Kota 

Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk 

daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

 

2.2.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah 

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak daerah menurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 adalah : 

1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) 

bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat kwputusan pembetulan, 

surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan 

pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan 

sejak tanggal diterbitkan. 

3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 

kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 

dengan dkenakan bunga sebesar 25 (dua persen) perbulan. 

4) Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran 

lain yang ditunjuk oleh bupati. 
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5) Wajib pajak yang teah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD. 

 

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 : 

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan; 

b. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan ;  

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan. 

Jadi Bea Perolehan Hak atas dan/atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak 

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

 

2.3.2 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi 

Pajak Daerah. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya 

dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari 2011, sehingga Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB stdd Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2000 tentang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak 

berlakunya Undang-Undang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah (PDRD). 

 

2.3.3 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
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b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

d. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2014 perubahan dari 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

  

2.3.4 Objek Pajak BPHTB 

Objek BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

BPHTB, meliputi : 

a. Yang menjadi objek pajak adalah perolehan ha katas tanah dan atau 

bangunan. 

b. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal (1) meliputi : 

1) Pemindahan hak karena : 

a) Jual-beli; 

b) Tukar-menukar; 

c) Hibah; 

d) Hibah wasiat; 

e) Waris; 

f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

h) Penunjukan pembeli dalam lelang; 

i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j) Penggabungan usaha; 

k) Peleburan usaha; 

l) Pemekaran usaha; 

m) Hadiah. 

2) Pemberian hak baru karena : 

a) Kelanjutan pelapasan hak; 
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b) Di luar pelepasan hak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Hak atas Tanah dan Bangunan, 

terdiri dari: 

a. Hak milik, turun temurun dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah; 

b. Hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang 

ditentukan oleh prundang-undangan yang berlaku; 

c. Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 

yang ditetapkan dalam undang-undang. 

d. Hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberinya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak 

bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

e. Hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas yang bersifat 

perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan ruamh susun meliputi 

juga ha katas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang 

semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

satuan yang bersangkutan; 

f. Hak pengelolaan, hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagaimana dilimpahlan kepada pemegang haknya, 

antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, 

penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan 
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bagian-bagian dari tanah tersebut pada pihak ketiga dan atau bekerja 

sama dengan pihak ketiga. 

Dalam kasus yang penulis angkat mengenai Mekanisme Pengenaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pertanahan Kabupaten 

Jember dengan mengkhususkan pada Prosedur Pendaftaran Pengakuan Hak atas 

Pembagian Hak Bersama dari Waris, berkaitan dengan Hak Milik yaitu hak yang 

dapat dimiliki dengan cara turun temurun dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah; 

 

2.3.5 Tidak Termasuk Objek Pajak BPHTB 

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB menurut mardiasmo (2016:415) 

adalah objek pajak yang diperoleh : 

a. Perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau 

perwakilan organisasi tersebut; 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; 

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 

2.3.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB 

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB yang 

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2000 tentang BPHTB bahwa 

subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah 

dan/atau bangunan. Sementara itu yang ditetapkan menjadi wajib pajak BPHTB 

adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. 
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Hal ini berarti pada pengenaan BPHTB, subjek pajak dan wajib pajak berada pada 

diri atau orang pribadi yang sama. 

 

2.3.7 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Dasar pengenaan BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000  

Pasal 6 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang 

BPHTB, yaitu: 

a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak; 

b. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

hal ini : 

1) Jual beli adalah harga transaksi; 

2) Tukar menukar adalah nilai pasar; 

3) Hibah adalah nilai pasar; 

4) Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

5) Waris adalah nilai pasar; 

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 

pasar; 

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak adalah nilai pasar; 

8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 

9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar; 

10)  Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

11)  Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

12)  Peleburan usaha adalah nilai pasar; 

13)  Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

14)  Hadiah adalah nilai pasar: 

15)  Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 

tercantum dalam Risalah Lelang. 
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2.3.8 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)  

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan utuk 

setiap perolehan hak sebagai pengurang perhitungan BPHTB terutang : 

a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan 

sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak (PERDA Jember 

Nomor 3 Tahun 2011); 

b. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 

oleh orang pribadi yang masih hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 

pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP 

ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (PERDA Jember Nomor 3 Tahun 

2011); 

c. Jika nilai perolehan pajak kurang dari nilai perolehan objek pajak tidak 

kena pajak, maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah nihil. 

 

2.3.9 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan  

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 82 

tentang tarif pajak yang dikenakan atas objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah 

dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan formulasi 

sebagai berikut : 

 

 

 

2.3.10 Saat Terutangnya Pajak BPHTB 

Saat yang menentukan terutangnya dalam Undang-Undang Nomor  20 

Tahun 2000 Pasal 9 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang BPHTB adalah : 

BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP) 
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1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk : 

a. Jual-beli; 

b. Tukar-menukar; 

c. Hibah; 

d. Hibah wasiat; 

e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 

f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

g. Penggabungan usaha; 

h. Peleburan usaha; 

i. Pemekaran usaha; 

j. Hadiah. 

2. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang; 

3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap, untuk : putusan hakim; 

4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor 

pertanahan, untuk : hibah wasiat dan waris; 

5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak, untuk : 

a. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 

b. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak. 

BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 

dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). 

 

2.3.11 Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB 

Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2014 perubahan dari Peraturan 

Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 Bab 6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

BPHTB diawali dengan Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, Pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, dan 

Pembayaran BPHTB : 
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a. Pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan 

1) Wajib pajak mengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau 

bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Kepala 

Kantor yang membidangi lelang Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) PPAT atau Kepala Kantor yang membidangi lelang Negara melakukan 

penelitian atas objek pajak yang akan dialihkan. 

b. Pengisian SSPD BPHTB 

SSPD BPHTB wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangai oleh wajib pajak, Notaris/PPAT/PPATS/Kepala Kantor 

Badan Pertanahan Nasioanal/Kepala Kantor Urusan Piutang dan Lelang 

Negara/Pejabat Lelang. SSPD BPHTB merupakan alat untuk melakukan 

pembayaran/penyetoran BPHTB terutang dan sekaligus berfungsi sebagai 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan kepada 

Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk 

dilakukan penelitian. 

c. Tempat Pembyaran BPHTB dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara 

Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang 

ditunjuk. Pembayaran BPHTB yang terutang harus dibayar sebelum : 

1) Ditandatanganinya akta, dalam hal perolehan hak karena jual beli, 

tukar menukar, hibah wasiat sejak pemilik/penghibah meninggal 

dunia, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, 

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, 

peleburan usaha, pemekaran usahan, atau hadiah; 

2) Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten, dalam hal perolehan hak karena pelaksanaan 

putusan hakim atau waris; 

3) Diterbitkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah, dalam hal 

perolehan hak atas tanah karena penetapan hak baru atas tanah sebagai 

kelanjutan dari pelepasan hak atau diluar pelepasan hak. 
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4) Risalah lelang untuk pembeli ditandatangai oleh Kepala Kantor urusan 

piutang dan lelang Negara/Pejabat Lelang dalam hal perolehan hak 

karena lelang.   

 

2.4 Pendaftaran Pengakuan Hak  

2.4.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengelolaan, pembuktian, dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

 

2.4.2 Objek Pendaftaran Tanah 

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

menyebutkan obyek pendaftaran tanah meliputi : 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakai; 

b. Tanah hak pengelolaan; 

c. Tanah wakaf; 

d. Hak milik atas satuan rumah susun; 

e. Hak tanggungan; 

f. Tanah Negara; 

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendafatarannya dilakukan dengan cara 

membuktikan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. 
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2.4.3 Azas dan Tujuan Pendaftaran Tanah  

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1977, 

pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, 

mutakhir, dan terbuka. 

Pendaftaran tanah bertujuan : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan; 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

 

2.4.4 Jenis dan Tarif atas Penerimaan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan 

Nasional 

a. Jenis Penerimaan Bukan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak 

yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Pasal 15, jenis penerimaan 

bukan pajak yang berasal dari pelayanan pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa 1 huruf e meliputi : 

1) Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan 

2) Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. 

b. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah 

1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran : 

a) Keputusan Perpanjangan Hak atas Tanah untuk Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan 
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b) Keputusan Pembaruan Hak atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; 

Dihitung berdasarkan rumus:  

T = (2% x Nilai Tanah ) + Rp. 100.000,00 

 

2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa pelayanan pendaftaram 

Pemindahan Peralihan Hak atas Tanah untuk Perorangan dan Badan 

Hukum, dihitung berdasarkan rumus : 

T = (1% x Nilai Tanah) + Rp. 50.000,00 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pertanahan 

Kabupaten Jember, Jl. KH. Siddiq N0. 55, Jember pada bagian Subseksi 

Pengadaan Tanah. 

 
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor 

776/UN25.1.2/SP/2019 yang dimulai tanggal 04 Februari sampai dengan 19 

Maret 2019 (30 hari kerja) di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. 

Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di 

Badan Pertanahan Kabupaten Jember yaitu ; 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d. Kamis 07.30 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 
Jumat 07.30 – 16.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 
Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Jember, 2019 

 

 Selain itu pada selasa dilaksanakan apel rutin pukul 07.30 WIB – selesai, 

dan pada hari jumat dilaksanakan senam rutin pada 07.30 – selesai yang kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 16.00 WIB. 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan membuat Laporan 

Tugas Akhir dengan judul Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan dengan mengkhususkan pada Prosedur Pendaftaran 

Pengakuan Hak atas Pembagian Hak Bersama dari Waris. Penulis ditempatkan 
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pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Subseksi 

Pengadaan tanah. 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang tidak lepas dari bidang perpajakan pada Badan 

Pertanahan jember seperti pembuatan email baru untuk pelaporan SPT Tahunan 

orang pribadi, kemudian juga mendampingi karyawan untuk pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) melalui e-filling, membantu mengarahkan pemohon 

pendaftaran tanah yang belum melengkapi persyaratannya seperti pembayaran 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga penulis 

dapat berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata  

No Waktu 
Pelaksanaan 

Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) (d) 
1.  

Senin, 
4 Februari 

2019 

1. Diterima Di kantor Pertanahan 
Jember; 

2. Penempatan dibagian Subseksi 
Pengadaan Tanah; 

3. Perkenalan dengan pegawai 
Kantor Pertanahan Jember; 

1. Bpk. Joko Mursito  
 

2. Bpk. Joko Siswoyo 
 

 
 

2. Rabu, 
6 Februari 

2019 

Mengecek kelengkapan berkas 
Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) Kecamatan 
Kalisat  

   Bpk.Joko Siswoyo 
 

3.  
Kamis, 

7 Februari 
2019 

1. Mengecek kelengkapan berkas 
PTSL Kecamatan kalisat 

2. Membantu pemohon 
mengecek Nilai Zona Tanah 
dan menginput ke excel 

  Bpk. Joko Siswoyo 
 
Ibu Rikha 

4. Jumat,8 
Februari 2019 

1. Senam pagi rutin 
2. Menjahit sertifikat Tanah 

Ibu Fita 
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(a) (b) (c) (d) 
5. Senin,  

11 Februari 
2019 

Menjahit sertifikat, menulis 
nomor sertifikat, menyetempel 
sertfikat 

Ibu Fita 

6. Selasa, 
12 Februari 

2019 

1. Apel pagi rutin 
2. Mengisi risalah penelitian 

yuridis dan penetapan batas 
pada berkas pemohon 

Ibu Fita 

7. Rabu, 
13 Februari 

2019 

Mengisi risalah penelitian 
yuridis dan penetapan batas 
pada berkas pemohon 

Ibu Fita 

8.  
Kamis,  

14 Februari 
2019 

1. Mengisi daftar pemohon 
konversi hak atau pengakuan 
hak; 

2. Mengisi risalah panitia 
pemeriksa tanah A dan berita 
acara pemeriksaan lapang pada 
konversi hak /pengakuan hak 

Ibu Fita 

9.  
Jumat, 

15 Februari 
2019 

1. Senam pagi rutin 
2. Menstempel sertifikat Tanah 
3. Melakukan wawancara tentang 

tata cara permohonan 
pengakuan hak 

Ibu Fita 
 

Bpk. Siswono 

10. Senin, 
18 Februari 

2019 

 Sakit - 

11. Selasa, 
19 Februari 

2019 

1. Apel pagi rutin 
2. Mengecek kelengkapan berkas 

PTSL Kecamatan Ledokombo 

   Bpk. Joko Siswoyo 

12. Rabu, 
20 Februari 

2019 

Mengecek kelengkapan berkas 
PTSL Kecamatan Ledokombo 

  Bpk. Joko Siswoyo 

13. Kamis, 
21 Februari 

2019 

Menjahit sertifikat, menulis 
nomor sertifikat, menyetempel 
sertfikat 

Ibu Fita 

14. Jumat, 
22 Februari 

2019 

1. Senam pagi rutin 
2. Mengisi risalah panitia 

pemeriksa tanah A dan berita 
acara pemeriksaan lapang 
pada konversi hak/pengakuan 
hak 

Ibu Fita 

15. Senin, 
25 Februari 

2019 

Mengisi risalah panitia pemeriksa 
tanah A dan berita acara 
pemeriksaan lapang pada 
konversi hak/pengakuan hak 

Ibu Fita 
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(a) (b) (c) (d) 
16. Selasa,  

26 Februari 
2019 

1. Apel pagi rutin 
2. Memeriksa kelengkapan 

berkas permohonan PTSL 
kecamatan Wuluhan 

Ibu Irma 

17. Rabu, 
27 Februari 

2019 

Mengisi risalah panitia 
pemeriksa tanah A dan berita 
acara pemeriksaan lapang 
pada berkas konversi hak atau 
pengakuan hak 

Ibu Irma 

18. Kamis, 
28 Februari 

2019 

Sakit - 

19. Jumat, 
1 Maret 2019 

Sakit - 

20. Senin, 
4 Maret 2019 

Mengisi risalah panitia 
pemeriksaan tanah A dan 
berita acara pemeriksaan 
lapang pada berkas konversi 
hak atau pengakuan hak; 

Ibu Fita 

21. Selasa, 
5 Maret 2019 

Menjahit sertifikat, menulis 
nomor sertifikat, menyetempel 
sertfikat 

Ibu Fita 

22. Rabu, 
6 Maret 2019 

Mengisi risalah panitia 
pemeriksaan tanah A dan 
berita acara pemeriksaan 
lapang pada berkas konversi 
hak atau pengakuan hak; 

Ibu Fita 

23. Jumat,  
8 Maret 2019 

1. Senam pagi rutin 
2. Melengkapi data yang 

diperlukan untuk laporan 
Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Bpk. Siswono 

24. Senin, 
11 Maret 2019 
 

Mengecek luas tanah pada 
sertifikat dan peta bidang 
tanah 

Ibu Irma 

25. Selasa, 
12 Maret 2019 

1. Apel pagi rutin 
2. Mencetak surat tanda terima 

sertifikat PTSL kecamatan 
Wuluhan; 

Ibu Irma 

26. Rabu,  
13 Maret 2019 

Mengisi risalah panitia 
pemeriksaan tanah A dan 
berita acara pemeriksaan 
lapang pada berkas konversi 
hak atau pengakuan hak; 

Ibu Fita 
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(a) (b) (c) (d) 
27. Kamis, 

14 Maret 2019 
1. Menjahit sertifikat, menulis 

nomor sertifikat, menyetempel 
sertfikat 

2. Membantu pelaporan Surat 
Pemberitahuan Tahunan 
(SPT) orang pribadi  
karyawan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) 

1. Ibu Fita 
 

2. Ibu Nurul 

28. Jumat,  
15 Maret 2019 

1. Senam pagi rutin  
2. Membantu pembagian 

sertifikat PTSL ke kecamatan 
Wuluhan; 

Ibu Irma 

29. Senin,  
18 Maret 2019 

Membantu pelaporan SPT 
orang pribadi karyawan BPN 

Ibu Nurul 

    
30. Selasa, 

19 Maret 2019 
1. Apel pagi rutin 
2. Membantu pelaporan SPT 

orang pribadi karyawan BPN 
3. Perpisahan dengan seluruh 

karyawan pada kantor 
Pertanahan Jember 

 
1. Ibu Nurul 
 
2. Bpk. Joko Mursito 

Sumber data: Logbook Kegiatan Praktek Kerja Nyata, 2019 
 
3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data  kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa wawancara dengan pegawai 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sedangkan Data kuantitatif adalah 

data informasi berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada 

pelaksanaan kegiatan ini berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB atas 

Waris, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB atas Pembagian Hak 

Bersama, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan. 

3.3.2 Sumber Data 
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari data-data 
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terkait Mekanisme Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

dengan mengkhususkan pada Prosedur Pendaftaran Pengakuan Hak atas 

Pembagian Hak Bersama dari Waris. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan 

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, Undang-

Undang dan Peraturan Perpajakan, jurnal, modul dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui 

tanya jawab dengan narasumber yaitu Ibu Kamarijana, SH selaku Bagian 

Subseksi Pemeliharaan Data Hak dan Pembinaan PPAT di Badan Pertanahan 

Jember. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet dan referensi yang berhubungan dengan Undang-Undang Perpajakan, 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, serta 

Jurnal Penelitian. 

c. Observasi/Pengamatan 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan melibatkan diri secara langsung dengan wajib pajak dalam 

kegiatan kerja. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi maupun mengamati data-data yang berkaitan dengan 

mekanisme pengenaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan serta 

prosedur pendaftaran pengakuan hak. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan pada 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember penulis menyimpulkan bahwa 

dalam pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sudah sesuai 

dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2014   tentang 

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, namun 

pada saat pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di 

Kabupaten Jember terjadi penyimpangan di wajib pajaknya, dimana dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB disebutkan bahwa 

sistem yang digunakan dalam pemungutan BPHTB menggunakan sistem self 

assessment system yang berarti wajib pajak menghitung, memungut, menyetor 

dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan asas 

kejujuran. Namun penerapan pada sistem self assessment system belum 

berjalan dengan baik, sehingga dalam prakteknya masih banyak wajib pajak 

yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya menggunakan sistem 

withholding system dimana pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan 

oleh pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT.  

Prosedur Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional selalu mengacu 

kepada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

hanya saja terdapat beberapa alur yang berbeda dalam setiap Badan Pertanahan 

Nasioanal, dan hal itu terjadi karena alur yang digunakan pada Badan 

Pertanahan mengikuti sistem kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala 

kantor Badan Pertanahan Jember.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama 

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Jember agar tetap melaksanakan kegiatan 
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pendaftaran pengakuan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dapat 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan 

permohonan pendaftaran tanah untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah 

berupa sertifikat tanah, sehingga tanah benar-benar tercatat sesuai dengan 

pemegang haknya, serta meningkatkan kesadaran dan kejujuran dari 

masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan cara  memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak baik secara langsung maupun 

melalui media sosial untuk melaksanakan kewajiban perpajakan BPHTBnya 

sendiri sehingga sistem dalam pemungutan BPHTB sesuai dengan Peraturan 

yang berlaku.  
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing PKN 
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Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan PKN 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Logbook Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 10. Transkip Wawancara 
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Lampiran 11. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Waris 
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Lampiran 12. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Pembagian Hak 

Bersama 
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Lampiran 13. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) 
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Lampiran 14. Form Pendaftaran Pengakuan Hak 
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Lampiran 15. Form Permohonan Pengukuran 
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Lampiran 16. Akta Pembagian Hak Bersama 
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Lampiran 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
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Lampiran 18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan  
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Lempiran 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah 
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Lampiran 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional 
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Lampiran 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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Lampiran 22 . Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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Lampiran 23. Salinan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2013 tentang Klasifikasi 
dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)  
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